Kemitraan Polisi dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas (Studi Kasus di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen) by Panuntun, Rosyid Effendi Bagus & , Kuswardani, S.H., M.Hum.,
KEMITRAAN POLISI DENGAN MASYARAKAT DALAM 
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS  








Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 










PROGRAM STUDI HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 






KEMITRAAN POLISI DENGAN MASYARAKAT DALAM 
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS  



















 HALAMAN PENGESAHAN 
 
KEMITRAAN POLISI DENGAN MASYARAKAT DALAM 
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS  
(Studi Kasus di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen) 
 
Oleh : 
ROSYID EFFENDI BAGUS PANUNTUN 
C.100.150.023 
 
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Senin, 08 Juli 2019 
dan dinyatakan telah memenuhi syarat 
 
Dewan Penguji : 
 
1. Kuswardani, S.H., M.Hum    (……………………….) 
(Ketua Dewan Penguji) 
2. Hartanto, S.H., M.Hum    (……………………….) 
(Anggota I Dewan Penguji) 
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum  (……………………….) 





Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum 








KEMITRAAN POLISI DENGAN MASYARAKAT DALAM 
MEWUJUDKAN KAMTIBMAS  
(Studi Kasus di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen) 
 
Abstrak 
Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah suatu usaha yang 
seharusnya diciptakan.Sesuai dengan peran Polri yang langsung berhubungan 
dengan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode 
pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa profil 
peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam 
mewujudkan kamtibmasdiatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain itu diatur dalam Peraturan Kapolri 
No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk 
FKPM. Situasi keamanan dan ketertiban Kecamatan Gemolong dapat dikatakan 
masih rawan terhadap terjadinya potensi gangguan kamtibmas. FKPM dalam 
mewujudkan Kamtibmas dilaksanakan melalui pembinaan kegiatan siskamling, 
pam swakarsa, dan pengaturan lalu lintas. 
 
Kata Kunci: kemitraan, keamanan dan ketertiban masyarakat, FKPM 
 
Abstract 
Security and public order (kamtibmas) is an effort that should be created. In 
accordance with the role of the National Police which is directly related to the 
community. This research is a descriptive study with an empirical juridical 
approach method. The results of this study reveal that the profile of the legal 
regulations governing police partnership with the community in realizing 
kamtibmas is regulated in Law No.  2 of 2002 concerning the National Police of 
the Republic of Indonesia, other than those stipulated in the Regulation of the 
Chief of the National Police No.  3 of 2015 concerning Community Policing 
manifested in the form of FKPM. The security and order situation of Gemolong 
Subdistrict can be said to be still prone to the occurrence of potential kamtibmas 
disturbances. FKPM in realizing Community Service as well as fostering 
siskamling activities, pam swakarsa, traffic management. 
 
Keywords: partnership, security and public order, FKPM 
 
1. PENDAHULUAN 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah institusi peninggalan 
penjajah, dimana kelahirannya berawal dari masyarakat (Rahardi, 2007). Hal 
tersebut dilakukan guna mewujudkan situasi dan kondisi yang  aman, tertib, 
dalam masyarakat. Fungsi Polri yang tercantum pada Undang- Undang  Nomor 2 
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2. 
Pengaturan kamtibmas diatur dalam Pasal 1 angka 5. Polri memiliki peran yang 
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langsung berhubungan dengan masyarakat yaitu harus mampu bekerjasama 
dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, ketentraman, dan norma yang 
berlaku dalam lingkungan masyarakat (Miharsi, 2018). Namun tidak semua 
masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang mereka kehendaki sendiri 
(Miharsi 2018). 
Bentuk usaha Polri mengacu pada SK Kapolri Nomor 737/X/2005 yang 
berisikan bahwa seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan 
oleh Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban 
Masyarakat), dengan cara membangun dan membina kemitraan antara polisi 
dengan masyarakat (Dame,2015). Berdasarkan latar belakang yang penulis 
kemukakan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan 
judul “Kemitraan Polisis dengan Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas 
(Studi Kasus di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen)” dengan rumusan 
masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana profil peraturan hukum pengaturan 
kemitraan polisi dengan masyarkat dalam mewujudkan kamtibmas?; (2) 
Bagaimana kondisi kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen?; (3) 
Bagaimana kemitraan polisi dan masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas? 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana profil peraturan 
hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarakat dalam mewujudkan 
Kamtibmas, kondisi Kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, dan  
kemitraan polisi danmasyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas. Manfaat 
penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan pemikiran 
serta landasan teori bagi pengembangan ilmu hukum pidana yang khususnya 
berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 
2. METODE  
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu 
metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti 
data sekunder kemudian dilakukan penelitian terhadap data primer dari lapangan 
(Suratman dan Dillah, 2013).  
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Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan penulis melalui 
wawancara terhadap narasumber yaitu polisi yang bertugas sebagai 
bhabinkamtibmas di wilayah tersebut dan juga tokoh masyarakat seperti RT, RW, 
atau Kepala Desa. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berupa 
berupa dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian lainnya. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 3 
Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat. 
Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan 
melalui pengumpulan data, membaca, dan mempelajari literatur yang berkaitan 
dengan Kemitraan Polisi Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kamtibmas 
dan studi lapangan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam 
penelitian ini. Metode analisis data deskriptif kualitatif dimana setelah bahan 
hukum primer maupun bahan hukum sekunder telah terkumpul, maka penulis 
akan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu yang dicocokkan dengan 
teori yang ada, kemudian di analisis. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.Profil Peraturan Hukum Pengaturan Kemitraan Polisi dengan 
Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas 
Instrumen nasional yang mengatur tentang Forum Kemitraan Polisi dan 
Masyarakat (FKPM) dalam mewujudkan kamtibmas tercantum dalam Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, 
4, 14 Ayat (1), dan 15 Ayat (1). Berdasarkan Undang-Undang Polri tersebut 
diharapkan masyarakat juga turut serta dalam menyelenggarakan fungsi 
kepolisian dengan membantu Polri dalam menegakkan hukum dan menciptakan 
kamtibmas. Polri menetapkan berlakunya Polmas, dimana masyarakat membantu 
Polri melalui FKPM sebagai wadah dari Polmas itu sendiri. 
Pelaksanaan peran dari FKPM didasarkan pada pertimbangan, manfaat, 
dan prinsip dari penerapan Polmas yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi 
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dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri 
pada pasal 4 yang mengatur mengenai dasar pertimbangan penerapan Polmas dan 
pasal 7 yang mengatur mengenai tujuan Polmas.  
Polmas dan FKPM diatur secara rinci dalam Peraturan Kapolri No. 3 
Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yaitu Pasal 1 angka (2). Berdasarkan 
ketentuan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang 
Pemolisian Masyarakat maka dapat peneliti kemukakan bahwa dengan adanya 
kemitraan antara polisi dan masyarakat dapat mendeteksi dan mengidentifikasi 
permasalahan serta menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat dikatakan 
bahwa masyarakat sebagai ujung tombak dari hukum dalam bertindak membantu 
polisi melalui wadah FKPM. 
Pengaturan FKPM diatur dalam Pasal 1 angka (6) dan Pasal 2 Peraturan 
Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.Sementara itu, fungsi 
FKPM diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang 
Pemolisian Masyarakat. 
3.2. Kondisi Kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen 
Perkembangan Institusi kepolisian adalah perkembangan yang terpusat pada 
sektor keamanan dan ketertiban. Perkembangan ini dilakukan agar kepolisian 
dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan yang mereka miliki 
dengan profesional, khususnya di bidang pelayanan terhadap masyarakat, 
memberikan respon yang tanggap  dan cepat terhadap adanya ancaman yang 
mungkin akan terjadi di tengah masyarakat.  
Salah satunya adalah Polsek Gemolong, sebagai lembaga hukum yang 
memiliki kewenangan berdasarkan UU yang berlaku, Polsek Gemolong wajib 
membina dan menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat 
dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat melaksanakan 
penegakan hukum dengan tegas, memberikan upaya perlindungan, dan 
pengayoman terhadap warga masyarakat di wilayah Kecamatan Gemolong. 
Dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tentunya 




Keadaan kamtibmas Kecamatan Gemolong bisa dikatan masih rawan 
adanya kemungkinan gangguan kamtibmas khususnya tindakan kriminal yang 
meresahkan masyarakat, seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian 
kendaraan bermotor, peredaran maupun pemakaian narkoba, dan marakanya 
konsumsi minuman keras yang menimbulkan keresahan warga masyarakat 
Gemolong. 
Berdasarkan data tindak pidana yang meresahkan masyarakat di Polsek 
Gemolong, keadaan kamtibmas Kecamatan Gemolong bisa dikatan masih rawan 
adanya kemungkinan gangguan kamtibmaskhususnya tindakan kriminal yang 
meresahkan masyarakat, seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian 
kendaraan bermotor, peredaran maupun pemakaian narkoba, dan marakanya 
konsumsi minuman keras. Terdapat 30 kasus pada tahun 2017 dan 23 kasus pada 
tahun 2018 yang terlapor dan ditangani Polsek Gemolong. 
Kejahatan yang dilaporkan masyarakat paling banyak terjadi pada 
Kelurahan Kragilan, karena merupakan kawasan padat penduduk dan terdapat 
peluang. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kamtibmas juga 
menjadi penyebabnya, selain itu juga kepedulian dari masyarakat sekitar kurang 
dalam melaksanakan pencegahan terhadap adanya peluang gangguan kamtibmas 
di wilayah sekitar khususnya Kelurahan Kragilan. 
3.3. Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas 
Bentuk kemitraan yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Gemolong khususnya 
bagian Bina Masyarakat antara lain pemberdayaan Pemolisian Masyarakat dan 
pemberdayaan pengamanan swakarsa, seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak 
Muhammad Arifin selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Kragilan. Sejalan dengan 
hal tersebut, Bentuk Kemitraan Polsek Gemolong dengan Masyarakat dalam 
menjaga dan mewujudkan kamtibmas juga disampaikan oleh Bapak Suharto 
selaku Kepala Seksi Keamanan Kelurahan Kragilan yaitu dengan dibentuknya 
FKPM. 
FKPM merupakan organisasi masyarakat yang bersifat independen, 
mandiri, dan dalam kegiatannya bebas dari campur tangan pihak manapun. FKPM 
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ini diwujudkan dengan adanya kesepakatan dari masyarakat itu sendiri bersama 
antara Kapolsek, Camat/Kepala Desa/lurah dan tokoh masyarakat setempat. 
Pemolisian masyarakat ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi 
adanya tindak kejahatan yang tentunya dapat menimbulkan keresahan di tengah 
masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menyatu dengan karakter budaya yang 
berlaku di wilayah masyarakat tersebut, sehingga dari usaha yang dilakukan dapat 
diketahui permasalahan apa yang sedang terjadi di dalam masyarakat, yang 
kemudian antara bhabinkamtibmas dan masyarakat melakukan kemitraan 
bersama-sama untuk mencari jalan keluar serta menemukan solusi dari 
permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat. Kepercayaan, kepedulian 
terhadap warga masyarakat merupakan tujuan utama Polri dalam melakukan 
kemitraan tersebut. Sehingga antara pihak kepolisian dengan masyarakat dapat 
saling menghargai hubungan yang telah mereka bina dalam bentuk kemitraan 
guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, serta bebas dari rasa takut akan 
tindakan yang dapat merugikan maupun meresahkan warga masyarakat. 
Guna mewujudkan kondisi kamtibmas yang diinginkan, FKPM Kelurahan 
Kragilan melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi terhadap masyarakat langsung 
pada forum pertemuan RT/RW, dan pengajian.Selain itu ada diskusi tentang 
permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sosialisasi tentang 
terorisme, kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan anak dan perempuan 
yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat serta kaum perempuan. 
Penerepan program Polmas yang dilaksanakan oleh Polsek Gemolong 
dalam menjalankan program terwujudnya kamtibmas diantaranya adalah: 
3.3.1  Membangun Kemitraan 
Bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Polsek Gemolong dengan 
masyarakat dengan menjalin kerjasama yang melibatkan tokoh 
masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang ada di wilayah 
Keluarahan Kragilan Kecamatan Gemolong dengan melakukan 
siskamling, pam swakarsa atau menjaga kamtibmas, pengaturan lalu lintas 
yang dilakukan oleh pemuda pada aktivitas di pasar Gemolong dan 
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pengelolahan parkir, serta melakukan pencegahan dan mengantisipasi 
gangguan kamtibmas. 
Kemitraan polisi dan masyarakat di Kecamatan Gemolong 
dirasakan berjalan dengan sangat baik, hal ini karena kemitraan antara 
polisi dan masyarakat terjalin melalui komunikasi yang dilakukan dengan 
sangat baik dan terbuka, disisi lain hubungan ini sama-sama saling 
menguntungkan kedua belah pihak, warga masyarakat hanya menyerahkan 
kepercayaan penanganan maupun pencegahan tindak kejahatan kepada 
pihak kepolisian. 
3.3.2  Peran FKPM dalam Menjaga Kamtibmas 
Peran FKPM dalam mengidentifikasi, mensosialisasikan Polmas kepada 
masyarakat, merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk 
peranan Polmas dan FKPM dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di 
Kelurahan Kragilan. Kehadiran FKPM diupayakan dalam rangka ikut 
membantu polisi dalam menjalankan fungsi kepolisian secara umum, 
terutama yang berkaitan dengan soal-soal keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas). Hasil penelitian membuktikan bahwa FKPM 
dalam melakukan pelayanan cukup baik dan di rasa bermanfaat pada 
masyarakat, terutama pendekatan kekeluargaan yang dilakukan FKPM 
dalam proses penyelesaian masalah-masalah sosial khususnya di 
Kelurahan Kragilan, seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak 
Suparmin, S.Sos., M.M selaku ketua FKPM. 
Adanya kemampuan setiap anggota dalam melaksanakan fungsi 
dan perannya bukan semata-mata merupakan kemampuan pribadi setiap 
anggota, namun pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi, 
mengatasi dan menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial tersebut, 
menurut peneliti hal terebut merupakan skill yang secara sengaja dibentuk. 
Dikatakan “secara sengaja dibentuk” karena sebelum terbentuknya FKPM, 
masalah-masalah sosial baik yang ringan maupun yang berat selalu 
dibebankan (dilaporkan) kepada pihak pemerintah desa maupun pihak 
kepolisian. Itu artinya masyarakat (sebelum FKPM dibentuk) belum 
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memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai (cukup) dalam 
menyelesaikan sendiri masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.  
Kegiatan pembinaan secara berkelanjutan oleh Bhabinkamtibmas, 
juga terdapat pada lembaga lain yang berperan dalam pembentukan 
karakter kepemimpinan para anggota FKPM dalam menangani 
permasalahan-permasalahan sosial yang ada. 
Bagi peneliti, bentuk-bentuk nilai dan norma (kearifan) ini perlu 
terus diupayakan penerapannya dalam menyelesaikan masalah-masalah 
sosial kemasyarakatan, apabila semua warga masyarakat telah memiliki 
kesadaran yang tinggi untuk menjalankan nilai dan norma (kearifan) yang 
mereka miliki, maka masalah-masalah sosial yang terjadi diantara warga 
masyarakat tidak perlu untuk diselesaikan oleh pihak yang berwajib, 
dalam hal ini polisi.  
Berdasarkan penjelasan tentang peran FKPM dalam melayani 
warga masyarakat khususnya penyelesaian masalah-masalah yang muncul 
dan berkembang di Kelurahan Kragilan, maka dapat disimpulkan bahwa 
dalam melaksanakan perannya, FKPM “dilengkapi” dengan kewenangan-
kewenangan yang di miliki, yakni (1) Membuat kesepakatan mengenai 
hal-hal yang diperlukan dan dilakukan dalam usaha mengidentifikasi dan 
menciptakan kebutuhan rasa aman di Kelurahan Kragilan; (2) Memberikan 
pendapat serta saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan; dan (3) 
Menegakkan peraturan lokal berkaitan dengan norma atau kaidah yang 
berlaku dilingkungan masyarakat, misalnya tamu yang bermalam wajib 
lapor RW/RT. 
Bentuk-bentuk kewenangan yang dimiliki oleh FKPM tersebut, 
dalam proses-proses tertentu dan berkelanjutan dapat pula dikatakan 
sebagai upaya pembentukan karakter dan perilaku masyarakat untuk dapat 
hidup rukun, tertib, dan damai. Oleh karena itu, kewenangan itu perlu juga 
dimaknai sebagai berikut: (a) Tindakan yang memberi arahan pada proses 
sosialisasi; (b) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, 
dan pengetahuan; (c) Gerakan atau tindakan mempersatukan kelompok 
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atau masyarakat; dan (d) Upaya atau tindakan menghidupkan sistem 
pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan 
bermasyarakat. 
3.3.3 Peran FKPM dalam Pelayanan Publik 
Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah hasil reformasi birokrasi 
kepolisian dalam kerangka seperti telah dijelaskan di atas, hal tersebut juga 
diupayakan dalam mengembalikan citra negatif masyarakat kepada 
lembaga dan anggota kepolisian yang selama ini dinilai masih dianggap 
garang, kurang ramah, masih membedakan status sosial masyarakat, 
cenderung mempersulit, terkesan mudah mengancam, dan berperilaku 
korup. Hal ini membuat masyarakat takut, enggan, trauma dan merasa 
tidak ada manfaat untuk berhubungan dengan polisi.  
Dengan demikian, maka Polmas/FKPM dapat juga ditempatkan 
sebagai lembaga yang berfungsi melaksanakan pelayanan publik, 
khususnya pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian. Adapun 
Polmas/FKPM sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan 
pelayanan publik itu dibuktikan dengan berbagai macam pelatihan bagi 
anggota FKPM untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan 
dilingkungannya tanpa secara langsung melibatkan pihak kepolisian. 
Dengan cara ini, secara tidak langsung polisi telah menunjukkan diri 
sebagai lembaga yang siap melayani masyarakat melalui program 
Polmas/FKPM yang dibentuknya.  
Sehingga, pembentukan Polmas atau FKPM yang merupakan 
dampak positif dari reformasi birokrasi Polri, dapat diupayakan dalam 
rangka memberdayakan dan mencerdaskan masyarakat yang dalam banyak 
segi memang tidak berdaya dalam menyelesaikan permasalahan yang 
terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian yang 
peneliti lakukan, maka poin penting yang dapat peneliti kemukakan dalam 
penelitian ini adalah bahwa, Polri yang melahirkan Polmas atau FKPM 
telah mengarah pada pembentukan opini masyarakat untuk kembali 
melihat lembaga kepolisian dan anggota polisi tersebut sebagai teman 
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masyarakat dalam bekerjasama menyelesaikan masalah-masalah sosial 
kemasyarakatan. Dan dengan cara seperti itu, maka FKPM telah 
mempermudah pelayanan publik secara maksimal. 
4. PENUTUP  
4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kemitraan Polisi Dengan 
Masyarakat Dalam Mewujudkan Kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten 
Sragen dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 
Profil peraturan hukum pengaturan kemitraan polisi dengan masyarkat 
dalam mewujudkan Kamtibmas diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 2, 4, 14 dan 15. 
Kemitraan polisi dengan masyarkat dalam mewujudkan Kamtibmas juga diatur 
dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang 
diwujudkan dalam bentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). 
FKPM merupakan upaya yang dilakukan oleh Polri dengan diwujudkannya 
sebuah forum beranggotakan masyarakat itu sendiri yang dibina langsung oleh 
Polsek wilayahnya, melalui Bhabinkamtibnas. Program ini tepat diterapkan 
karena masyarakat ikut berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat di daerah tempat mereka tinggal.. 
Kondisi Kamtibmas di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen 
berdasarkan data yang diperoleh dari Polsek Gemolong menunjukkan bahwa 
tingkat kejahatan pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus dan pada tahun 2018 
menurun menjadi 23 kasus. Jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah 
tindak pidana minuman keras dan pencurian kendaraan bermotor. 
Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas 
dilaksanakan melalui kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) 
serta pembinaan kegiatan siskamling, pam swakarsa, pengaturan lalu lintas yang 
dilakukan oleh pemuda pada aktifitas pasar Gemolong dan pengelolaan parkir, 





Mengenai bentuk kemitraan, hendaknya Polri lebih menggunakan pendekatan-
pendekatan individual baik kepada masyarakat maupun kepada tokoh masyarakat. 
Dengan demikian masyarakat lebih tergugah hatinya untuk berperan aktif dan 
menjalin kemitraan dengan pihak Kepolisian. Dengan cara yang humanistik, 
kesadaran dan pemahaman masyarakat dapat lebih ditingkatkan, sehingga apabila 
kesadaran masyararakat meningkat maka jalinan kemitraan akan tercipta dengan 
selaras, serasi dan seimbang sehingga tujuan memelihara stabilitas keamanan dan 
ketertiban akan dengan mudah dapat terwujud.  
Demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan 
keamanan lingkungan, Polri hendaknya dapat mengimplementasikan prinsip-
prinsip polmasnya dengan baik sesuai pedoman atau landasan dasar starategi dan 
impimentasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. 
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